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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 KESIMPULAN   

       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja pegawai dalam pelayanan 

pembuatan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Kupang sudah cukup 

baik, maka kesimpulannya sebagai berikut: 

1) Kualitas Kinerja pegawai dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah di 

Kantor Pertanahan Kota Kupang sudah tergolong optimal dilihat dari hasil 

kerja dalam pelayanan pembuatan srtifikat tanah sudah sesuai standar 

operasional prosedur sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan 

yang di berikan.  

2) Ketepatan waktu dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah di Kantor 

Pertanahan Kota Kupang belum cukup baik, dilihat dari pegawai yang 

belum bisa memastikan beberapa urusan sertifikat tanah sertifikat tanah 

selesai dibuat. Sehingga masyarakat merasa belum puas karena kejelasan 

dalam penyelesaian pelayanan pembuatan sertifikat tanah tidak sesuai 

waktu yang pasti. 

3) Kemampuan pegawai pertanahan dalam menyelesaikan pelayanan 

terhadap masyarakat terkait penerimaan berkas sudah sesuai tugas dan 

tanggungjawabnya sudah cukup baik. Namun dari segi kemampuan 

memakai komputer dalam memberikan pelayanan pembuatan sertifikat 

tanah masih perlu melakukan pelatihan khusus.  
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4) Inisiatif atau ide pegawai dalam proses pemecahan masalah yang jika 

tejadi kesalahan dalam pelayanan, setiap pegawai harus melaporkan 

kepada atasan baru kemudian bersama-sama mencari solusi dari masalah 

yang ada. 

5) Kantor Pertanahan Kota Kupang dalam menunjang kinerja pegawai lebih 

memperhatikan tugas dan fungsinya masing-masing dan pegawai juga 

harus saling bekerja sama agar tidak terjadi kesalapahaman dalam 

komunikasi antara pegawai dan atasan. Pegawai pertanahan juga secara 

cepat mersepon ketika masayarakat yang belum paham tentang berkas apa 

saja yang belum diketahui. 

6) Dalam penelitian saya terdapat pergantian pimpinan di Kantor  pertanahan 

Kota Kupang yang membuat hasil penelitian saya agak berbeda dari data 

awal yang saya ambil dengan hasil penelitian saya 

6.2 SARAN 

      Setelah melakukan penelitian maka penulis mencoba memberi saran atau 

masukan yang sekiranya dapat bermanfaat bagi kinerja pegawai dalam 

pelayanan pembuatan pembuatan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota 

Kupang. Adapun pemberian saran dari penulis yakni sebagai berikut: 

1) Diharapkan kepada pegawai pertanahan agar melakukan pelatihan khusus 

disetiap minggu terakhir agar pegawai lebih menguasai tugas dan 

tanggungjawabnya yang telah diberikan dalam pelayanan pembuatan 

sertifikat tanah.  



76 
 

2) Diharapkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang lebih memperhatikan 

kedisiplinan para pegawai dikantor pertanahan baik dari segi waktu masuk 

dan keluar kantor maupun segi pebuatan sertifikat yang telah di tentukan 

dan juga beri kepastian waktu dalam pembuatan sertifikat tanah kepada 

pengguna jasa pelayanan sertifikat tanah 
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